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LAMPIRAN : TABEL PENELITIAN 

LEGAL STANDING DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TINDAKAN FAKTUAL MELALUI GUGATAN CITIZEN LAWSUIT 

DI PTUN BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI INDONESIA 

 

Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Syarat 

Obyek Hukum / 

Obyek Sengketa 

kesesuaian antara 

obyek hukum dengan 

lembaga yang 

berwenang 

menyelesaikannya. 

(Kewenangan 

mengadili Pengadilan) 

kepentingan yang 

berkenaan dengan 

berlakunya obyek 

hukum 

Subyek Hukum (siapa 

yang dapat 

mengajukan gugatan) 

Jangka waktu 

dalam 

mengajukan 

gugatan 

UU PTUN 

Berdasarkan Pasal 1 

angka 10 yang 

menjadi obyek 

sengketa adalah 

Keputusan Tata 

Usaha Negara  

berupa penetapan 

tertulis yang bersifat 

konkret, individual, 

dan final, yang 

menimbulkan akibat 

hukum bagi 

seseorang atau badan 

hukum perdata;  

Berdasarkan pasal 1 

angka 11 jo pasal 1 

angka 1 UU PTUN, 

gugatan adalah 

permohonan yang 

berisi tuntutan terhadap 

badan atau pejabat tata 

usaha negara dan 

diajukan ke pengadilan 

tata usaha negara atau 

pengadilan tinggi tata 

usaha negara. untuk 

mendapatkan putusan. 

Pasal 53 

menyebutkan bahwa 

gugatan dapat 

diajukan jika 

terdapat kepentingan 

yang dirugikan 

karena 

diterbitkannya suatu 

Keputusan Tata 

Usaha Negara 

dengan alasan 

Keputusan Tata 

Usaha Negara 

tersebut tidak sesuai 

dengan peraturan 

perundang-undangan 

yang mendasarinya 

aatau tidak sesuai 

dengan asas-asas 

umum pemerintahan 

yang baik.  

Berdasarkan Pasal 53 

yang dapat 

mengajukan gugatan 

adalah orang atau 

badan hukum perdata 

yang kepentingannya 

dirugikan atas adanya 

Keputusan Tata Usaha 

Negara. 

Berdasarkan Pasal 

55 gugatan dapat 

diajukan dalam 

jangka waktu 90 

hari sejak diterima 

atau diumumkan 

Keputusan Tata 

Usaha Negara.  
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Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Syarat 

Obyek Hukum / 

Obyek Sengketa 

kesesuaian antara 

obyek hukum dengan 

lembaga yang 

berwenang 

menyelesaikannya. 

(Kewenangan 

mengadili Pengadilan) 

kepentingan yang 

berkenaan dengan 

berlakunya obyek 

hukum 

Subyek Hukum (siapa 

yang dapat 

mengajukan gugatan) 

Jangka waktu 

dalam 

mengajukan 

gugatan 

UU AP 

Berdasarkan Pasal 87 

yang termasuk obyek 

sengketa adalah 

penetapan tertulis 

yang juga mencakup 

tindakan faktual, 

Keputusan Badan 

dan/atau Pejabat Tata 

Usaha Negara di 

lingkungan eksekutif, 

legislatif, yudikatif, 

dan penyelenggara 

negara lainnya, 

berdasarkan ketentuan 

perundang-undangan 
dan AUPB, bersifat 

final dalam arti lebih 

luas,  

Berdasar Pasal 1 angka 

18 Pengadilan adalah 

Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Berdasarkan 

Pasal 85, jika gugtan 

yang telah diajukan ke 

peradilan umum tetapi 

belum diperiksa maka 

dialihkan dan 

diselesaikan oleh 

Pengadilan Tata Usaha 

Negara. Akan tetapi, jika 

gugatan tersebut 

didaftarkan ke peradilan 

umum dan telah 
diperiksa, maka tetap 

diselesaikan dan diputus 

oleh pengadilan di 

lingkungan peradilan 

umum. 

Berdasarkan Pasal 75, 

Warga Masyarakat 

yang dirugikan 

terhadap Keputusan 

dan/atau Tindakan 

dapat mengajukan 

Upaya Administratif 

kepada Pejabat 

Pemerintahan atau 

Atasan Pejabat yang 

menetapkan dan/atau 

melakukan Keputusan 

dan/atau Tindakan. 

Terhadap upaya 

administratif dapat 
diajukan banding. Jika 

Warga Masyarakat 

tidak menerima atas 

penyelesaian banding 

oleh Atasan Pejabat, 

Warga Masyarakat 

dapat mengajukan 

gugatan ke 

Pengadilan. 

Berdasarkan pasal 75 

yang dapat mengajukan 

gugatan dan melakukan 

upaya administratif 

adalah Warga 

Masyarakat yang 

dirugikan terhadap 

Keputusan dan/atau 

Tindakan. Berdasarkan 

Pasal 1 angka 15, warga 

masyarakat adalah 

seseorang atau badan 

hukum perdata yang 

terkait dengan 

Keputusan dan/atau 
Tindakan. 

Berdasarkan Pasal 

75 Gugatan dapat 

dilakukan setelah 

melalui upaya 

administratif 

dengan jangka 

waktu yang telah 

disebutkan dalam 

Pasal 76, Pasal 77, 

dan pasal 78.  
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Peraturan 

Perundang-

Undangan 

Syarat 

Obyek Hukum / 

Obyek Sengketa 

kesesuaian antara 

obyek hukum dengan 

lembaga yang 

berwenang 

menyelesaikannya. 

(Kewenangan 

mengadili Pengadilan) 

kepentingan yang 

berkenaan dengan 

berlakunya obyek 

hukum 

Subyek Hukum (siapa 

yang dapat 

mengajukan gugatan) 

Jangka waktu 

dalam 

mengajukan 

gugatan 

Perma Tindakan 

Faktual 

Berdasarkan Pasal 8 

Perma Tindakan 

Faktual, setiap frasa 

“Keputusan Tata 

Usaha Negara” dan 

“Sengketa Tata 

Usaha Negara” harus 

dimaknai pula 

sebagai “Tindakan 

Pemerintahan”. Hal 

ini menegaskan 

penyelesaian 

sengketa tindakan 

faktual dapat 

dilakukan dengan 

gugatan terhadap 

Onrechtmatige 

Overheidsdaad dan 

tidak terbatas pada 

penetapan yang 

ssifatnya tertulis atau 

sebagaimana yang 

disebutkan dalam 

pasal 1 angka 10 UU 

PTUN. 

Berdasarkan Pasal 2 

ayat (1) Perkara 

perbuatan melawan 

hukum oleh 

pemerintah merupakan 

kewenangan mengadili 

peradilan tata usaha 

negara.  

Sebagaimana 

disebutkan dalam 

Pasal 3 Perma 

Tindakan faktual 

yang dapat 

mengajukan gugatan 

adalah warga 

masyarakat dengan 

alasan tindakan 

pemerintah tersebut 

bertentangan dengan 

peraturan 

perundang-undangan 

dan/atau 

bertentangan dengan 

asas-asas umum 

pemerintahan yang 

baik.  

Sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 

3 Perma Tindakan 

faktual yang dapat 

mengajukan gugatan 

adalah warga 

masyarakat. Warga 

masyarakat 

berdasarkan pasal 1 

angka 5 Perma 

Tindakan Faktual 

dimaknai sebagai 

seseorang atau badan 

hukum perdata yang 

terkait dengan tindakan 

faktual. Frasa “terkait” 

dalam pasal tersebut 

tidak menyatakan 

bahwa penggugat 

harus mengalami 

kerugian atau merasa 

kepentingannya 

dirugikan karena 

adanya Onrechtmatige 

Overheidsdaad. 

Berdasarkan pasal 

2 ayat (2) jo. Pasal 

4 Gugatan dapat 

diajukan setelah 

melakukan upaya 

administratif. 

Gugatan diajukan 

dalam jangka 

waktu 90 hari 

setelah dilakukan 

tindakan 

pemerintahan oleh 

badan/pejabat 

negara. Jangka 

waktu 90 hari 

tersebut terbantar 

hingga keputusan 

upaya 

administratif 

diterima.  
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